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TENTANG

PEITUIITJI'KAI5 STAF KHUSUS BUPATI HALIIfiAEITRA BARAIT
BIDANG POLITIK DALITM PEITTELEITGGiARAAIT PTMTRIilTAHAI{ DAERATI

ITABUPATEIT HALMAIIERA BARAT
TA}IT'IT 20/25

BUPATI I{ALMATITRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta
pengendalian pengelolaan isu strategis dan analisa pottik dilingkungaa
Pemerintah Kabupaten Halrnahera Barat;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalem
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Helmahera Barat khususnya dibidang politik, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-trarn huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Hatnahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Politik Dalam
Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2O25;

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi

Pemerintahan;
l0.Undanpundang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
1l.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas

Undalg-undang Nomor 12 Tahun ?AlL tentang Pembentukaa
Peraturan Perundang-undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat

Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti Kec. Jailolo Kode Pos - 97752
Kabupaten Halmahera Basat - Ma-luku Utara Telp (092 U 222lAAl, Fax {092li 222lOA1



-2-

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2afi tentang Manajemen
Pegaw-ai Negeri Sipil;

i5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olr tentang pembinaan dan
Pengawa san Penye le nggaraan pem erintahan D aerah;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2olg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;

l7.Peraturan Presiden Nomor 8T Tahun 2aL4 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor L2 Tahun Zan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2o Tahun 2oLg tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20ls
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tahun zazo tentang
Pedoman Teknis Pengelol;aan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Hal:nahera Barat Nomor 2 Tahun Zozt
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2al6 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun zo24
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A2S;

Z2.Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 20 Tahun 2ozl tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Haknahera Barat Nomor 1O
Tahun 2a16 tentang struktur organisasi perangkat Daerah;

23.Peraturan Bupati Halrnerhera Barat Nomor i Tahun ZOZS tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Harrnahera Barat Tahun Anggaran 2ozs;

surat Kepala Bagian lJmum, perencanaaa dan Keuangan setd.a Kab.
Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.1/080/zozs perihal : pengusulan
Staf Khusus Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk staf Khusus Bupati Hetmnhera Barat Bidang politik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada
I"ampiran Keputusan ini.

Masa kontrak kerja staf Khusus Bupati Bidang politik Datam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 guhn terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan
Desember Tahun 2A25.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
|<elentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-[al hin yLg
bersifat teknis.

staf Khusus Bupati Bidang poritik Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan tini4a J*.gm
besaran Rp. 5.OOO.OOO,- (Lirna Juta Rupiah)

staf Khusus Bupati hidang poritik DaLam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak seuagimana
dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan t *uurrrn
penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

staf Khusus Bupati Bidang politik datam penyelenggraan pemerintahan
Daerah diberikan biaya perjalanan d,inas Dalam Daerah maupun Keluar
Daerah (Delam Negeri) disetarahkan dengan perjalanan Dinas Non pNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam penyelengaraan pemerintahan
Daerah mercpunyai tugas seLragai benkut :

a. Meiakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan situasi dan kondisi politik dan pemerintahan
daerah.

b. Mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan
kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik dan
pernerintahan daerah.

c. Melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan
monitoring situasi dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

d. Meiakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah trerdasarkan pengamatan dan monitoring situasi
dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

e. Menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan
dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian seiragai
bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masaiah dalam
penye lenggaraan pemerintah daerah.

f. Tugas-tugas khusus iain yang ditrerikan oieh Bupati.

staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan paria Anggararl penriapatan rian Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaiiolo
pada tanggal : lq JPE.'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah Ar
Ass. Bid. Adm. Umum W
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan \A

Kabag. Hukum & Orgs V
Tembusanu Disampaikan kepada Y(h ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Rarat di .I2[olo,
2. Inspektur inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

2425

BUPATI BARAT,



LAMPIRAN : KBPUTUSAN BUPATI HALMAHBRA BARAT
NOMOR : 12.A IKPISI C /ZOZS
TANGGAL : 19 JANvn r_t 2O2S

Ttri{TANG : DaFTAR SUSUI{AN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHI'RA
POLITIK DALAM MtrNDUKUNG PBNYtrLENGGARAAN
DABRAH KABUPATEN HALMAIItrRA BARAT TAHUN 2A25

BARAT BIDANG
PEMERINTAHAN

WARUDDIN Hi. MARIGALLANG Staf Khusus Bupati
Bidang Politik 5.000.000,-

HIKAYAT A. RAHMAN Staf Khusus Bupati
Bidang Politik

Staf Khusus Bupati
Bidang Politik

BARAT,

Ass. Bid. Administrasi Umuiri

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs

d


